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MOTTO

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

pelajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah maha

mendengar lagi maha melihat

( Terjemah Q.S. An. Nisaa’ Ayat 58)1

1 Khadim Al Haramain Asy Syarifain, 1971, Al quran dan Terjemah, Yayasan Penterjemah dan
Pentafsir Alquran, Jakarta Hlm. 128.
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RINGKASAN

Tindak pidana dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa memandang latar

belakang orang tersebut. Tindak pidana dapat juga dilakukan oleh aparatur Negara.

Indonesia memiliki aparatur Negara diantaranya yaitu Hakim, Jaksa, Advokat,

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan

POLRI, maka tugas dan wewenangnya berbeda. Tindak pidana yang dilakukan oleh

POLRI penyelesaiannya tetap di Peradilan Umum sedangkan tindak pidana yang

dilakukan oleh TNI penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Militer. Hukum militer

merupakan hukum yang berlaku khusus bagi anggota militer. Hukum militer

mengatur mengenai anggota militer yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran dalam

lingkungan militer ada 3 yaitu pelanggaran disiplin murni, pelanggaran disiplin tidak

murni dan pelanggaran hukum pidana. Penyelesaian pelanggaran disiplin murni dan

pelanggaran disiplin tidak murni diselesaikan melalui hukum disiplin prajurit

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum

Displin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sedangkan penyelesaian

pelanggaran hukum pidana diselesaikan melalui Pengadilan Militer sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sanksi terhadap anggota militer sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ada 2 yaitu Pidana Utama dan

Pidana Tambahan.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ada dua yaitu pertama terkait  dengan

akibat hukum apabila bawahan tidak melaksanakan perintah di luar kedinasan jika

dikaitkan dengan sumpah prajurit, kedua terkait dengan kesesuaian pertimbangan

hakim terhadap Terdakwa 2 dalam putusan nomor 161-K/PM.III-12/AL/VII/2012

dengan KUHPM.

Atasan dalam lingkungan militer memiliki kewenangan untuk memberikan

perintah kepada bawahannya, sedangkan bawahan harus patuh dan menjalankan
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perintah yang diberikan hal ini merupakan wujud dari sumpah prajurit angka 3 yaitu

bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.

Perintah yang diberikan oleh atasan harus memiliki unsur kepentingan dinas.

Saknsi bagi anggota militer yang menolak melakukan perintah dinas diatur dalam

Pasal 103 KUHPM, sedangkan sanksi terhadap bawahan yang melaksanakan perintah

di luar kedinasan tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Pidana

Militer (KUHPM) hanya sanksi bawahan yang menolak perintah kedinasan saja yang

diatur dalam KUHPM.

Hakim militer memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus

perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Hakim militer dalam hal

menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan perbuatan

yang dilakukan oleh Terdakwa. Hakim militer dapat menjatuhkan 2 pidana

sebagaimana telah diatur oleh undang-undang yaitu pidana utama dan pidana

tambahan.

Kesimpulan dari akibat hukum terhadap bawahan yang melaksanakan perintah

di luar kedinasan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

(KUHPM) maupun peraturan perundang-undangan hukum disiplin prajurit,

sedangkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Terdakwa 2 sudah sesuai dengan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Saran terhadap

permasalahan yang dibahas yaitu pertama Seorang atasan dalam linkungan militer

harus memperhatikan isi dari perintah yang akan diberikan kepada bawahannya

kedua Majelis Hakim harus mempertimbangkan unsur kesalahan Terdakwa dalam

menjatuhkan pidana tambahan meskipun pidana tambahan bersifat fakultatif dan

harus lebih tegas, adil dan bijaksana tanpa adanya intervensi dari manapun.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1

Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah

diamandemen. Penerapan dari Negara Hukum tersebut adalah setiap tingkah laku dan

perbuatan berbangsa dan bernegara dilandasi dengan hukum. Tujuan dari penerapan

hukum dalam masyarakat adalah mengatur hubungan antara manusia yang satu

dengan manusia yang lainnya agar tercipta kehidupan yang selaras. Setiap warga

Negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum (Equality Before The Law),

hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen, berbunyi “segala Warga

Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Produk

hukum dari Negara Indonesia salah satunya adalah hukum pidana menurut Adami

Chazawi dilihat dari sumber utama atau sumber pokok hukum pidana merupakan

bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan tentang:

1. aturan umum hukum dan (yang dikaitkan atau berhubungan
dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif atau
positif maupun pasif atau negatif) tertentu yang disertai dengan
ancaman sanksi berupa pidana (starf) bagi yang melanggar
larangan itu;

2. syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus terpenuhi atau harus
ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana
yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;

3. tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan
Negara melalui alat-alat perlengkapannya (Polisi, Jaksa, Hakim)
terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum
pidana dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan
melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan
upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau
terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan


